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	Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi program pembinaan anak binaan dengan pendekatan stakeholder dalam perspektif restorative justice di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Kutoarjo, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada masih adanya residivis anak binaan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pembinaan anak binaan di LPKA Kutoarjo telah menerapkan stakeholder approach melalui pelibatan masyarakat dan lembaga eksternal dalam berbagai kegiatan pembinaan, baik pada aspek kepribadian, keterampilan, maupun pendidikan. Implementasi ini mencerminkan nilai-nilai restorative justice seperti pemulihan, reintegrasi sosial, dan tanggung jawab bersama. Namun demikian, masih terdapat kendala dalam pelaksanaan program, antara lain keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas, dukungan anggaran yang belum optimal, serta jarak geografis stakeholder yang menyulitkan koordinasi. Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk pengembangan program pembinaan anak binaan yang lebih efektif, partisipatif, dan berkelanjutan.
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PENDAHULUAN 
Sistem pemidanaan di Indonesia memiliki sejarah yang kompleks dan panjang yang berawal pada masa penjajahan Belanda. Selama periode tersebut, penekanan utama dari sistem ini adalah pada penerapan sanksi sebagai sarana pembalasan atas tindak pidana. Pendekatan ini tercermin dalam kondisi lembaga pemasyarakatan yang kurang layak dan kurangnya program pembinaan bagi narapidana. Namun, seiring waktu, terjadi perubahan paradigma dalam pemasyarakatan, bergeser dari pendekatan yang berorientasi pada pembalasan menuju pendekatan yang lebih rehabilitatif. Perubahan ini didorong oleh para pakar dalam bidang kriminologi serta penologi yang berpendapat bahwa esensi utama dari sistem pemasyarakatan adalah memberikan bimbingan serta proses rehabilitasi bagi individu yang menjalani hukuman, sehingga mereka mampu kembali beradaptasi dalam kehidupan sosial sebagai pribadi yang taat terhadap hukum dan memiliki produktivitas (Rachmayanthy & Anwar, 2023).
Dalam pidatonya yang disampaikan pada Konferensi Lembang, Dr. Sahardjo mengungkapkan bahwa konsep pemasyarakatan tidak berlandaskan pada prinsip pembalasan atau retributif, melainkan merupakan suatu proses yang berorientasi pada pemulihan kembali keterhubungan antara masyarakat dengan individu yang menjalani hukuman, baik dalam aspek kehidupan maupun penghidupan. Hidup merupakan hubungan antara narapidana dengan Tuhannya. Kehidupan merupakan hubungan narapidana dengan sesama atau perannya sebagai makhluk sosial. Sedangkan penghidupan adalah kondisi di mana narapidana memiliki tanggung jawab untuk mencapai kehidupan yang lebih layak. Mengubah narapidana menjadi anggota masyarakat yang berkontribusi merupakan hal yang mendasar dalam pendekatan pemasyarakatan modern. Dr. Sahardjo menjelaskan bahwa penjara bukanlah tempat untuk membalas kesalahan narapidana, melainkan tempat untuk memberikan mereka kesempatan untuk berubah. Caranya adalah dengan memberikan mereka beragam program pendidikan serta pelatihan yang bermanfaat bagi mereka selama masa hukuman berlangsung. Gagasan Dr. Sahardjo mengenai sistem pemasyarakatan tetap memiliki relevansi hingga masa kini serta menjadi dasar utama bagi penyelenggaraan sistem pemasyarakatan di Indonesia (Paramarta, 2014).
Sistem pemasyarakatan di Indonesia telah bertransformasi dari paradigma retributif menuju rehabilitatif, “Pemasyarakatan adalah unsur dari sistem peradilan pidana yang berfokus pada bagaimana kita memperlakukan tahanan, anak, dan narapidana,” demikian bunyi pasal pertama UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Paradigma yang berkembang saat ini menempatkan integrasi kembali narapidana ke masyarakat sebagai tujuan utama. Upaya difokuskan pada perubahan perilaku, peningkatan keterampilan, dan mempersiapkan mereka agar dapat berperan positif setelah bebas. Sistem pemasyarakatan dianggap lebih tepat karena menekankan rehabilitasi dan reintegrasi sosial setelah adanya disintegrasi sosial dengan masyarakat. Pendekatan ini menjadi solusi atas sistem kepenjaraan sebelumnya yang dinilai kurang efektif. Faktanya, sistem kepenjaraan terbukti tidak sepenuhnya mencegah kejahatan dan seringkali bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia (Rahmahesa & Soge, 2024).
Dalam konteks pemasyarakatan modern, pembinaan terhadap anak binaan tidak lagi dipahami sebagai proses yang bersifat tertutup dan semata-mata menjadi tanggung jawab negara melalui lembaga pemasyarakatan, tetapi telah berkembang menjadi proses sosial yang menuntut partisipasi berbagai pihak. Yang dimaksud pemasyarakatan modern yaitu system pemasyarakatan yang mendukung rehabilitasi dan reintegrasi narapidana ke dalam masyarakat dalam hal ini yaitu anak binaan. Pendekatan ini dikenal sebagai stakeholder approach, yakni suatu pendekatan yang menekankan pentingnya pelibatan seluruh pemangku kepentingan, seperti keluarga, masyarakat, tokoh agama, lembaga pendidikan, dunia usaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam mendukung proses pembinaan dan reintegrasi sosial anak binaan. Pelibatan stakeholder tidak hanya memberikan dukungan moral dan sosial, tetapi juga memperluas ruang pembinaan agar anak tidak merasa dikucilkan atau terlepas dari lingkungannya selama dan setelah menjalani masa pidana (Martiyanto & Subroto, 2023).
Stakeholder approach sangat relevan diterapkan dalam pembinaan anak binaan karena anak merupakan individu yang masih dalam tahap tumbuh kembang dan memiliki potensi besar untuk berubah. Oleh sebab itu, pembinaan anak tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan formal dari dalam lembaga, melainkan membutuhkan sinergi dan kolaborasi lintas pihak. Keluarga, misalnya, memiliki peran penting dalam menjaga keterhubungan emosional dan memberikan dukungan psikologis selama anak menjalani masa pidana. Masyarakat, di sisi lain, dapat menjadi ruang belajar dan penerimaan kembali anak ke dalam kehidupan sosial, melalui keterlibatan dalam pelatihan, pendidikan nonformal, atau kegiatan keagamaan dan sosial lainnya. Dengan demikian, stakeholder approach dalam pembinaan tidak hanya mendorong perubahan perilaku anak, tetapi juga menciptakan kondisi sosial yang mendukung pemulihan dan reintegrasi (Aditaracman & Hamzah, 2023).
Seiring dengan berkembangnya wacana restorative justice, muncul kebutuhan untuk meninjau kembali praktik pembinaan yang menekankan pada pemulihan dibanding pembalasan. Restorative justice menekankan pada partisipasi aktif dari semua pihak yang terdampak, termasuk pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat dalam proses penyelesaian konflik dan reintegrasi sosial. Meskipun program restorative justice secara formal belum diterapkan di LPKA Kelas I Kutoarjo, praktik pembinaan yang melibatkan masyarakat dan keluarga sudah berjalan, menunjukkan adanya keselarasan dengan nilai-nilai restorative (Sihombing, 2024).
Meskipun istilah “restorative justice” tidak secara eksplisit disebutkan pada UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, tetapi di regulasi ini memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kemandirian serta kepribadian individu yang menjalani pembinaan, sehingga mereka dapat kembali diterima oleh lingkungan sosial. Tujuan ini sejalan dengan filosofi SPPA tentang keadilan restoratif, yang memprioritaskan rehabilitasi daripada hukuman dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.  Asas kemanusiaan dan pengayoman yang menjadi landasan sistem pemasyarakatan juga mendukung adanya keselarasan dengan nilai-nilai restoratif di LPKA Kelas 1 Kutoarjo, sebagai upaya untuk memulihkan hubungan dan integrasi sosial anak binaan. Jaminan hak anak binaan untuk diperlakukan secara manusiawi dan dilindungi dari segala bentuk kekerasan, seperti tertuang dalam Pasal 12 UU No. 22 Tahun 2022, selaras dengan prinsip-prinsip keadilan restoratif yang menekankan pemulihan dan menghindari pendekatan yang bersifat pembalasan (Sari, 2021).
Pembinaan anak binaan berbeda dari dewasa disebutkan bahwa Menurut UU SPPA, terdapat perbedaan mendasar antara anak binaan dan narapidana dewasa. Perbedaan ini meliputi berbagai aspek, mulai dari cara memperlakukan mereka, jenis hukuman yang mungkin dijatuhkan, sistem peradilan yang digunakan, durasi hukuman, serta adanya alternatif penyelesaian perkara seperti diversi dan pendekatan keadilan restoratif. Bahkan, tempat penahanan pun berbeda, di mana anak binaan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), bukan di lembaga pemasyarakatan umum. Agar siap untuk bergabung kembali dengan masyarakat, pertumbuhan anak-anak ini sangat penting. Tujuan dari pembinaan terhadap tahanan anak, termasuk mereka yang telah melakukan tindak pidana, adalah untuk memastikan reintegrasi mereka ke dalam masyarakat secara efektif, sebagaimana diuraikan dalam Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 mengenai Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.  Baik pada tahap awal, tengah, maupun akhir pembinaan. Para peserta didik akan mengikuti program yang membantu mereka menjadi lebih mandiri dan mengembangkan kepribadian mereka. Kesejahteraan fisik dan mental, serta iman, patriotisme, kecerdasan, dan perilaku konstruktif, adalah hasil yang diharapkan dari program ini. Jadi, pengembangan bukan hanya tentang hukum; ini juga tentang membantu para mentee mencapai potensi penuh mereka sehingga mereka dapat bergabung kembali dengan masyarakat sebagai anggota yang berkontribusi setelah program berakhir (Waluyo, 2023).
LPKA ialah fasilitas tempat anak-anak yang terlibat dalam kasus pidana menjalani masa hukuman. Sesuai hukum yang berlaku, LPKA bertanggung jawab menyediakan layanan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan karakter, serta memenuhi kebutuhan lain anak selama masa rehabilitasi. Hal ini didasari oleh prinsip bahwa anak yang dihukum tetap memiliki hak untuk memperoleh bimbingan, pendampingan, pengawasan, pelatihan, pendidikan, serta hak-hak lainnya seperti tercantum dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anaka (SPPA). Dengan demikian, LPKA bisa dipahami sebagai institusi yang tidak hanya menjadi tempat anak menjalani hukuman, tetapi juga memastikan hak-hak mereka terpenuhi, termasuk pembinaan dan pendampingan untuk mendukung perkembangan diri anak. Sistem pemasyarakatan modern menerapkan hukuman yang mana ditujukan untuk memulihkan konflik atau mengintegrasikan kembali terdakwa ke dalam masyarakat, bukan semata-mata pembalasan terhadap apa yang telah dilakukan. Pendekatan ini mengakui bahwa kejahatan tidak hanya merugikan korban secara individual, tetapi juga merusak tatanan sosial yaitu masyarakat. Oleh karena itu, sistem pemasyarakatan modern berupaya untuk memperbaiki kerusakan tersebut dengan reintegrasi sosial yang bertujuan untuk pemulihan kembali hubungan hidup, penghidupan dan kehidupan (Wardiansyah & Nurjannah, 2022).
Di LPKA Kelas I Kutoarjo, pembinaan dengan pelibatan stakeholder sejatinya telah dijalankan dalam berbagai bentuk, seperti kegiatan pembinaan spiritual dengan melibatkan tokoh agama, pelatihan keterampilan dengan melibatkan lembaga eksternal, serta komunikasi yang intensif dengan keluarga anak binaan. Praktik-praktik ini menunjukkan bahwa ada bentuk pembinaan yang secara substantif telah melibatkan pihak ketiga, meskipun belum dirumuskan secara eksplisit sebagai bagian dari program restorative justice. Oleh karena itu, stakeholder approach yang diterapkan di LPKA Kutoarjo dapat menjadi pintu masuk untuk menelaah sejauh mana nilai-nilai pemulihan, partisipasi, dan tanggung jawab sosial tercermin dalam proses pembinaan, serta bagaimana pendekatan ini bisa dikembangkan lebih sistematis sebagai bagian dari strategi restoratif dalam pembinaan anak.
Dilansir dari Batamtoday.com, terjadi kasus pencurian motor yang dilakukan oleh komplotan pencuri yang terdiru dari empat pelaku. Mirisnya koordinatornya merupakan anak dibawah umur yang merupakan seorang residivis. Polisi bergerak melakukan kemmudian melakukan penangkapan pada komplotan ini. kemudian tiga pelaku dijerat dengan undang-undang dewasa dan satu anak dibawah umur dijerat dengan undang-undang SPPA. Menurut keterangan yang diberikan pelaku melakukan pencurian karena kondisi yang memunginkan dan kebutuhan ekonomi. Ini menunjukan lingkungan berpengaruh terhadap kondisi anak yang baru selesi menyelesaiakan pidana nya.
Sedangkan dilansir dari presmedia.id, Kasus pencurian kendaraan bermotor yang melibatkan residivis anak di Kabupaten Bintan mencerminkan fenomena meningkatnya residivisme dan kenakalan remaja di Indonesia. Faktor-faktor seperti rendahnya kesiapan integrasi sosial setelah menjalani hukuman, kondisi keluarga yang kurang mendukung, rendahnya akses terhadap pendidikan berkualitas, serta stigma negatif dari masyarakat terhadap mantan narapidana anak menjadi pemicu utama masalah ini. Anak-anak yang terlibat dalam kejahatan sering kali berasal dari latar belakang keluarga dengan pengawasan minim dan situasi ekonomi sulit, sehingga mereka mencari pengakuan melalui cara-cara negatif. Selain itu, kurangnya pengawasan dan bimbingan dari orang tua serta lingkungan sekitar membuat mereka rentan terjerumus dalam pergaulan yang salah.
Berdasarkan dua berita tersebut, adanya residivisme di kalangan anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) menjadi perhatian serius dalam konteks keadilan restoratif. Meskipun anak-anak ini telah menjalani proses pembinaan, banyak yang kembali terlibat dalam tindakan kriminal setelah dibebaskan. Hal ini sering kali disebabkan oleh kurangnya dukungan sosial dan keterampilan yang memadai untuk reintegrasi ke masyarakat.
Penelitian yang dilakukan oleh Martiyanto dan Subroto (2023) di LPKA Kelas II Bandung menunjukkan bahwa penerapan stakeholder approach dalam pembinaan anak binaan memberikan dampak positif terhadap efektivitas program pembinaan dan proses reintegrasi sosial anak setelah menjalani masa pidana. Dalam penelitian tersebut, pelibatan keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan, dan organisasi kemasyarakatan terbukti mampu memperluas ruang pembinaan dan memberikan dukungan moral serta sosial yang sangat dibutuhkan anak binaan. Kolaborasi lintas sektor ini menjadi kunci dalam membangun lingkungan yang kondusif bagi perubahan perilaku dan pengembangan potensi anak, sehingga mereka tidak merasa terasing dari lingkungan sosialnya. Temuan ini sejalan dengan fokus skripsi ini yang meneliti implementasi stakeholder approach dalam pembinaan anak binaan, namun penelitian ini mengambil lokasi dan konteks yang berbeda, yaitu di LPKA Kelas I Kutoarjo, serta mengintegrasikan perspektif restorative justice secara lebih mendalam (Martiyanto & Subroto, 2023).
Menurut Aditaracman dan Hamzah (2023) di LPKA Kelas I Palembang menyoroti pentingnya penerapan prinsip restorative justice dalam pembinaan anak binaan, dengan melibatkan keluarga, korban, dan masyarakat secara aktif dalam proses rehabilitasi. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa keterlibatan berbagai pihak dalam proses pembinaan dapat mendorong perubahan perilaku yang lebih positif pada anak binaan, sekaligus menciptakan lingkungan sosial yang mendukung pemulihan dan reintegrasi anak ke dalam masyarakat. Penelitian ini menegaskan bahwa integrasi antara stakeholder approach dan prinsip-prinsip restorative justice sangat penting dalam membangun sistem pembinaan yang humanis dan berorientasi pada pemulihan hubungan sosial. Skripsi ini mengembangkan temuan tersebut dengan menganalisis secara khusus bagaimana implementasi stakeholder approach dalam perspektif restorative justice diterapkan di LPKA Kelas I Kutoarjo, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam pengembangan model pembinaan anak binaan di Indonesia (Aditaracman & Hamzah, 2023).
Implementasi pembinaan dengan stakeholder approach di LPKA Kelas I Kutoarjo membuka ruang untuk dianalisis lebih lanjut menggunakan perspektif restorative justice. Nilai-nilai seperti pemulihan, tanggung jawab sosial, empati, dan rekonsiliasi dapat ditemukan dalam keterlibatan berbagai pihak dalam proses pembinaan. Oleh karena itu, penting untuk meneliti bagaimana program pembinaan anak binaan di LPKA Kutoarjo dilaksanakan dengan melibatkan stakeholder, serta sejauh mana pendekatan tersebut mencerminkan prinsip-prinsip restorative justice. Dengan melibatkan pihak ketiga atau masyarakat dalam pembinaan, diharapkan anak binaan memperoleh bekal yang cukup untuk siap kembali ke masyarakat serta mengurangi angka residivisme (Aprianto R, Andi Purnawati, & Kaharuddin Syah, 2021).
Untuk memahami sejauh mana keberhasilan implementasi pembinaan dengan pendekatan tersebut, penelitian ini merujuk pada teori implementasi kebijakan dari George C. Edwards III. Teori ini menekankan bahwa keberhasilan implementasi suatu kebijakan sangat dipengaruhi oleh empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat aspek ini menjadi alat analisis penting dalam mengevaluasi pelaksanaan program pembinaan yang melibatkan berbagai pihak eksternal. Dengan menggunakan teori ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai efektivitas program pembinaan di LPKA Kutoarjo dari sisi teknis implementasi maupun nilai-nilai restoratif yang terkandung di dalamnya.

METODE PENELITIAN 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam implementasi program pembinaan anak binaan dengan pendekatan stakeholder dalam perspektif restorative justice di LPKA Kelas I Kutoarjo. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam dengan petugas LPKA, anak binaan, dan stakeholder eksternal, serta dokumentasi terkait pelaksanaan program pembinaan. Pemilihan informan dilakukan secara purposive, dengan kriteria tertentu sesuai kebutuhan data penelitian. Peneliti juga menggunakan teknik analisis data model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data diuji melalui teknik triangulasi sumber, teknik, dan waktu untuk memastikan validitas temuan. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian mampu memberikan gambaran utuh dan kontekstual mengenai pelaksanaan pembinaan yang berbasis pada kolaborasi lintas sektor serta nilai-nilai pemulihan sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Implementasi Program Pembinaan Anak Binaan dengan Stakeholder Approach dalam Perspektif Restorative Justice di LPKA Kelas I Kutoarjo
Penelitian ini dilakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Kutoarjo, yang merupakan unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dengan tugas utama melaksanakan pembinaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Berbeda dari lembaga pemasyarakatan dewasa, LPKA memiliki orientasi pembinaan yang lebih menekankan pada aspek pendidikan, perlindungan hak anak, serta pendekatan pemulihan sosial, penerapan prinsip restorative justice, dan pendekatan pembinaan yang berfokus pada rehabilitasi, bukan sekadar hukuman. Penelitian yang berjudul “Implementasi Program Pembinaan Anak Binaan dengan Stakeholder Approach dalam Perspektif Restorative Justice di LPKA Kelas I Kutoarjo” ini bertujuan untuk menggambarkan pelaksanaan pembinaan anak binaan melalui kerja sama dengan berbagai stakeholder eksternal, seperti organisasi masyarakat, lembaga pendidikan, dan lembaga keagamaan, serta menilai sejauh mana program tersebut mencerminkan nilai-nilai dalam keadilan restoratif, seperti pemulihan, tanggung jawab, dan reintegrasi sosial. Dalam rangka menganalisis proses implementasi program tersebut secara sistematis, digunakan teori implementasi kebijakan dari George C. Edwards III (1980), yang menekankan empat dimensi utama sebagai penentu keberhasilan implementasi, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat dimensi ini menjadi kerangka analisis untuk memahami sejauh mana stakeholder approach yang diterapkan di LPKA Kutoarjo mampu mendukung pembinaan anak binaan dalam kerangka restorative justice secara efektif.
Untuk dimensi komunikasi, berdasar hasil penelitian ditemukan bahwa komunikasi antara petugas LPKA Kelas I Kutoarjo dengan stakeholder eksternal telah berjalan dengan baik. Petugas mampu menjalin koordinasi yang efektif dalam merancang jadwal dan pelaksanaan program pembinaan, yang dibuktikan melalui dokumentasi kegiatan bersama hingga penandatanganan nota kesepahaman (MoU). Namun, pada sisi lain, komunikasi dengan anak binaan sebagai kelompok sasaran utama kebijakan belum optimal. Beberapa anak binaan mengaku tidak mengetahui secara pasti jadwal pelaksanaan program, seperti kegiatan konseling. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan informasi yang dapat mempengaruhi partisipasi aktif anak binaan dalam proses pembinaan. Kesenjangan komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan sangat mungkin mengurangi efektivitas program pembinaan, terutama jika kelompok sasaran utama tidak memahami secara menyeluruh isi dan tujuan dari program tersebut (Wibawa & Setyowati, 2020). Padahal, keterlibatan aktif mereka sangat penting dalam pendekatan restorative justice yang menekankan partisipasi sadar dan sukarela dalam proses pemulihan. Komunikasi kebijakan yang efektif bukan hanya soal transfer informasi, tetapi juga membentuk pemahaman dan persepsi yang selaras di antara semua pelaku kebijakan (Purwanto & Sulistyastuti, 2015).
Temuan ini sejalan dengan dimensi komunikasi dalam teori implementasi kebijakan oleh George C. Edwards III (1980), yang menyoroti pentingnya tiga aspek dalam komunikasi kebijakan: transmisi, kejelasan, dan konsistensi. Komunikasi antara petugas LPKA dan stakeholder eksternal telah mencerminkan fungsi transmisi dan kejelasan, di mana informasi mengenai jenis kegiatan, kebutuhan teknis, dan jadwal disampaikan secara sistematis dan dapat dipahami oleh mitra lembaga. Namun, pada komunikasi dengan anak binaan, fungsi kejelasan dan konsistensi belum sepenuhnya terpenuhi. Ketidaktahuan anak binaan terhadap jadwal kegiatan menunjukkan bahwa pesan belum sampai secara utuh dan seragam, sehingga menimbulkan kebingungan serta mengurangi efektivitas keterlibatan mereka dalam program pembinaan. Oleh karena itu, meskipun komunikasi eksternal telah mendukung kelangsungan program, aspek komunikasi internal perlu ditingkatkan agar seluruh pihak, terutama anak binaan, dapat terlibat secara penuh dalam proses pembinaan yang berorientasi pada pemulihan dan reintegrasi sosial.
Untuk dimensi sumber daya, berdasarkan hasil wawancara peneliti menemukan bahwa jumlah anak binaan di LPKA Kelas I Kutoarjo yang mencapai 127 orang tidak sebanding dengan kapasitas lembaga yang hanya untuk 65 anak binaan, maupun dengan jumlah petugas yang tersedia, yaitu 52 orang—yang tidak semuanya bertugas di bagian pembinaan. Ketimpangan ini berdampak pada beban kerja dan keterbatasan pengawasan maupun pembinaan secara intensif terhadap anak binaan. Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, LPKA berupaya menjalin kerja sama dengan stakeholder eksternal sebagai tenaga pendamping dan instruktur. Namun, temuan lain menunjukkan adanya kendala anggaran yang cukup signifikan akibat kebijakan efisiensi tahun 2025. Dampaknya adalah terhentinya beberapa program pembinaan, tidak adanya lagi uang akomodasi bagi instruktur eksternal, serta terbengkalainya perawatan sarana dan prasarana pembinaan. Padahal, dalam pendekatan restorative justice, program pembinaan membutuhkan dukungan sumber daya yang cukup agar pelaksanaan kegiatan tidak sekadar menjadi formalitas, tetapi benar-benar mendorong pemulihan hubungan sosial, peningkatan tanggung jawab, dan reintegrasi anak binaan ke masyarakat.
Temuan ini dapat dianalisis melalui kerangka teori implementasi kebijakan dari George C. Edwards III (1980), khususnya pada dimensi sumber daya. Dalam teori tersebut, keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh empat indikator penting, yaitu staf, informasi, wewenang, dan ketersediaan fasilitas. Dalam konteks penelitian ini, keterbatasan jumlah staf pembinaan menghambat proses pendampingan yang optimal, meskipun komitmen individu petugas cukup tinggi dan didukung oleh kolaborasi eksternal. Sementara itu, informasi dan wewenang relatif telah tersedia, terutama dalam hal prosedur administratif dan penentuan jadwal kegiatan. Namun, ketersediaan fasilitas menjadi titik lemah yang sangat mencolok. Rusaknya alat pelatihan akibat tidak terpakai dan hilangnya dukungan anggaran menunjukkan lemahnya pemeliharaan fasilitas yang seharusnya menjadi penopang utama kegiatan pembinaan. Menurut hasil studi Arifin & Harjanto (2021), keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana merupakan faktor paling dominan yang menghambat keberhasilan program pembinaan berbasis rehabilitatif di LPKA. Dalam pendekatan restorative justice, keterbatasan sumber daya ini menjadi tantangan besar karena pembinaan berbasis pemulihan membutuhkan pendamping profesional, ruang interaksi yang layak, serta aktivitas berkelanjutan yang menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab anak binaan. Dengan demikian, tanpa dukungan sumber daya yang memadai, pembinaan berisiko gagal menyentuh aspek esensial dari pemulihan, dan hanya akan menjadi rutinitas administratif tanpa dampak yang mendalam bagi perubahan anak binaan.
Untuk dimensi disposisi, peneliti menemukan bahwa para petugas di LPKA Kelas I Kutoarjo menunjukkan dukungan yang kuat terhadap pelaksanaan program pembinaan anak binaan. Hal ini tercermin dari keterlibatan aktif mereka dalam berbagai pelatihan internal, sosialisasi Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), serta kerja sama dengan stakeholder eksternal guna memperkaya pendekatan pembinaan. Komitmen tersebut menggambarkan adanya kesiapan dan penerimaan petugas terhadap program pembinaan berbasis restorative justice. Namun demikian, kendala tetap ditemukan pada disposisi anak binaan itu sendiri. Beberapa anak binaan masih belum mampu memaafkan korban, belum menyadari dampak perbuatannya secara utuh, atau merasa tidak perlu meminta maaf. Pelaksana kebijakan yang memiliki sikap positif dan komitmen tinggi terhadap program akan lebih mudah mengadaptasi dan menjalankan kebijakan secara efektif” (Mazmanian & Sabatier, 1983). Hal ini menunjukkan bahwa proses internalisasi nilai-nilai pemulihan seperti empati, tanggung jawab, dan kesadaran sosial belum sepenuhnya terbentuk, sehingga tujuan utama dari pendekatan restorative justice, yakni pemulihan hubungan sosial, belum tercapai secara menyeluruh. Penelitian dari Mulyani dan Purnomo (2022) menunjukkan bahwa sikap dan motivasi dari anak binaan dalam menjalani program pembinaan sangat bergantung pada pendekatan psikososial dan dukungan emosional yang diterima dari petugas dan lingkungan sosial.
Temuan ini sejalan dengan dimensi disposisi dalam teori implementasi kebijakan oleh George C. Edwards III (1980). Disposisi diartikan sebagai sikap atau kecenderungan dari pelaksana maupun penerima kebijakan terhadap pelaksanaan suatu program. Menurut Edwards, terdapat dua indikator utama yang memengaruhi disposisi, yaitu pengangkatan birokrat dan insentif. Dalam konteks penelitian ini, LPKA telah menunjuk petugas yang memiliki komitmen dan kompetensi tinggi, sesuai dengan indikator pengangkatan birokrat yang menekankan pentingnya pelaksana yang berpihak pada keberhasilan kebijakan. Namun, indikator insentif belum tampak diterapkan secara nyata, khususnya dalam membentuk disposisi anak binaan sebagai penerima kebijakan. Padahal, insentif (baik dalam bentuk penghargaan, pengakuan, atau akses hak tertentu) dapat menjadi strategi untuk menumbuhkan partisipasi aktif dan membangun kesadaran anak binaan terhadap pentingnya pemulihan dan tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, meskipun disposisi dari petugas sudah sangat mendukung, keberhasilan implementasi kebijakan akan lebih optimal jika disertai pembentukan disposisi positif dari anak binaan itu sendiri melalui pendekatan yang tepat dan berkelanjutan.
Untuk dimensi struktur birokrasi, peneliti menemukan bahwa pelaksanaan program pembinaan anak binaan dengan pendekatan stakeholder approach di LPKA Kelas I Kutoarjo telah didukung oleh struktur birokrasi yang jelas, baik secara internal maupun eksternal. Dari sisi internal, hal ini ditunjukkan melalui keberadaan Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) yang berfungsi sebagai forum formal dalam pengambilan keputusan terkait pembinaan anak binaan. Sementara itu, dari sisi eksternal, kerja sama antara LPKA dan berbagai pihak luar lembaga dibuktikan dengan adanya dokumen perjanjian kerja sama atau MoU. Temuan ini menunjukkan bahwa LPKA telah menjalankan struktur organisasi yang teratur dan formal dalam pelaksanaan pembinaan, yang menjadi fondasi penting untuk menjaga kesinambungan program serta mengatur peran masing-masing pihak yang terlibat. Kejelasan struktur ini menjadi indikator bahwa pelaksanaan pembinaan tidak berjalan secara sporadis, melainkan melalui mekanisme birokrasi yang tertata dan terdokumentasi.
Temuan tersebut sejalan dengan dimensi struktur birokrasi dalam teori implementasi kebijakan George C. Edwards III (1980), yang menekankan bahwa keberadaan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan fragmentasi tugas yang jelas merupakan elemen penting untuk mendukung efektivitas pelaksanaan kebijakan. Di LPKA Kelas I Kutoarjo, SOP terlihat diimplementasikan melalui pelaksanaan sidang TPP, yang menjadi ruang formal pengambilan keputusan berbasis pertimbangan berbagai pihak internal. Hal ini menunjukkan bahwa organisasi memiliki rujukan prosedural yang sistematis. Sementara itu, kerja sama dengan pihak eksternal melalui MoU menggambarkan adanya fragmentasi yang positif, di mana tanggung jawab pembinaan tidak hanya ditangani oleh internal LPKA, tetapi juga melibatkan aktor eksternal secara formal dalam kerangka kolaboratif. Struktur birokrasi yang tertata ini tidak hanya memperlancar jalannya program pembinaan, tetapi juga mendukung prinsip restorative justice yang menekankan pada partisipasi berbagai pihak dalam proses pemulihan. Struktur birokrasi yang fungsional dengan alur koordinasi jelas akan memperkuat kolaborasi multi-aktor dalam sistem pemasyarakatan yang berpihak pada keadilan restoratif (Handayani & Rachmawati, 2018). Namun demikian, agar nilai-nilai restorative justice benar-benar dirasakan oleh semua anak binaan, struktur yang telah terbentuk juga perlu memastikan bahwa seluruh anak mendapat akses yang merata terhadap program pembinaan, tanpa diskriminasi atau selektivitas yang tidak jelas dalam pelaksanaannya.

Kendala yang di hadapi
Setelah membahas pelaksanaan pembinaan anak binaan melalui empat dimensi teori implementasi kebijakan George C. Edwards III (1980), bagian ini membahas mengenai kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi pembinaan anak binaan dengan pendekatan stakeholder dalam perspektif restorative justice di LPKA Kelas I Kutoarjo. Meskipun secara umum program pembinaan menunjukkan kemajuan dengan adanya keterlibatan berbagai pihak, kenyataannya di lapangan masih ditemukan sejumlah hambatan yang memengaruhi efektivitas dan konsistensi pelaksanaan kebijakan. Kendala-kendala tersebut tidak hanya bersifat teknis administratif, melainkan juga mencakup persoalan struktural, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, serta kesenjangan pemahaman antara petugas dan anak binaan sebagai kelompok sasaran program. Selain itu, faktor eksternal seperti jarak geografis mitra kerja sama turut berdampak terhadap kesinambungan kegiatan pembinaan.
Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM), jumlah petugas di LPKA Kelas I Kutoarjo tidak sebanding dengan jumlah anak binaan. Saat penelitian dilakukan, jumlah anak binaan mencapai 127 orang, sementara petugas hanya berjumlah 52 orang dan tidak seluruhnya menangani pembinaan. Ketimpangan ini membuat pendampingan dan pelaksanaan program menjadi kurang intensif. Upaya seperti menjalin kerja sama dengan stakeholder memang dilakukan, tetapi tidak mampu sepenuhnya menutupi keterbatasan tenaga pelaksana, terutama dalam konteks restorative justice yang membutuhkan pembinaan bersifat personal dan reflektif.
Adanya efisiensi anggaran, efisiensi anggaran tahun 2025 berdampak besar terhadap pembinaan. Dana operasional untuk instruktur eksternal dihentikan, perawatan sarana prasarana menjadi terbengkalai, dan beberapa program pembinaan terpaksa diberhentikan. Padahal, restorative justice menuntut adanya ruang belajar, pendampingan, dan kegiatan interaktif yang berkesinambungan. Keterbatasan anggaran menyebabkan tujuan pembinaan yang seharusnya berorientasi pemulihan menjadi sulit diwujudkan secara optimal.
Sarana dan prasaran terbatas, Keterbatasan sarana dan prasarana menjadi salah satu kendala signifikan dalam implementasi pembinaan anak binaan dengan pendekatan stakeholder di LPKA Kelas I Kutoarjo. Efisiensi anggaran tahun 2025 menyebabkan sejumlah fasilitas pendukung tidak dapat dirawat dengan baik, bahkan beberapa alat pelatihan mengalami kerusakan karena tidak digunakan secara berkelanjutan. Minimnya ruang kegiatan yang layak juga membatasi pelaksanaan program keterampilan, keagamaan, maupun konseling. Padahal, dalam perspektif restorative justice, sarana prasarana bukan sekadar kebutuhan teknis, melainkan elemen penting yang memungkinkan terjadinya proses pembinaan yang partisipatif, reflektif, dan membangun kesadaran sosial. Ketika fasilitas yang ada tidak memadai, anak binaan kehilangan ruang untuk berkembang dan berinteraksi secara bermakna, sehingga tujuan pemulihan yang menjadi inti dari pendekatan ini berisiko tidak tercapai secara maksimal.
Minimnya Pemahaman Anak Binaan terhadap Konsep Restorative Justice, Minimnya pemahaman anak binaan terhadap konsep restorative justice menjadi salah satu kendala krusial dalam implementasi program pembinaan di LPKA Kelas I Kutoarjo. Beberapa anak binaan masih menunjukkan sikap pasif, tidak merasa perlu meminta maaf kepada korban, dan belum menyadari dampak perbuatannya terhadap orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai penting dalam restorative justice seperti empati, tanggung jawab, dan pemulihan hubungan sosial belum sepenuhnya tertanam dalam diri mereka. Pemahaman terhadap konsep keadilan restoratif sering kali masih abstrak bagi anak binaan, karena kurangnya edukasi yang berkelanjutan dan kontekstual selama masa pembinaan (Sari & Febrianti, 2019). Kurangnya kesadaran ini berpotensi menghambat proses pembinaan karena anak binaan menjalani program bukan atas dasar kesadaran untuk berubah, melainkan semata-mata sebagai bagian dari kewajiban. Tanpa pemahaman yang utuh tentang tujuan pembinaan yang bersifat memulihkan, maka pendekatan restorative justice akan sulit tercapai secara menyeluruh, dan hasil pembinaan pun cenderung bersifat formalitas tanpa perubahan perilaku yang bermakna.
Ketiadaan Regulasi Teknis Penerapan Restorative Justice, Ketiadaan regulasi teknis yang secara spesifik mengatur penerapan restorative justice di LPKA Kelas I Kutoarjo menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaan pembinaan yang ideal. Meskipun prinsip-prinsip restorative justice telah diakui dalam berbagai kebijakan umum, namun belum terdapat pedoman operasional yang rinci dan mengikat bagi petugas maupun stakeholder dalam menjalankan pendekatan ini secara sistematis. Akibatnya, pelaksanaan program sering kali bergantung pada inisiatif dan interpretasi masing-masing pelaksana, yang berisiko menimbulkan ketidak konsistenan, baik dalam metode, sasaran, maupun evaluasi keberhasilan program. Zehr (2015), tokoh utama dalam pengembangan keadilan restoratif, menyatakan bahwa keadilan restoratif membutuhkan kerangka kebijakan yang jelas untuk mencegah terjadinya interpretasi yang salah oleh pelaksana di lapangan. Tanpa regulasi teknis yang jelas, upaya kolaboratif dengan pihak eksternal juga menjadi kurang terarah, sehingga pendekatan pemulihan yang seharusnya terintegrasi dan menyeluruh justru berjalan parsial dan tidak berkelanjutan. Seperti diungkapkan oleh Yuliana & Prasetyo (2021), tanpa panduan teknis yang baku, pelaksanaan restorative justice rawan disalah artikan, dan kebijakan cenderung tidak terimplementasi secara seragam di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi restorative justice sangat membutuhkan dukungan regulasi yang operasional, bukan hanya normatif.
Kendala geografis stakeholder, Jarak geografis stakeholder menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan pembinaan anak binaan dengan pendekatan stakeholder di LPKA Kelas I Kutoarjo. Beberapa mitra kerja sama berasal dari wilayah luar Kutoarjo, bahkan lintas kabupaten, sehingga menyulitkan mereka untuk hadir secara rutin dalam pelaksanaan program. Akibatnya, kegiatan pembinaan yang melibatkan pihak eksternal cenderung berjalan tidak konsisten, tergantung pada ketersediaan waktu dan kemampuan mobilisasi masing-masing stakeholder. Padahal, keberadaan stakeholder secara langsung di dalam lembaga sangat penting dalam mendukung proses pembinaan yang berbasis restorative justice, karena pendekatan ini menuntut keterlibatan aktif berbagai pihak dalam proses pemulihan anak binaan. Ketidakhadiran rutin dari mitra eksternal berisiko menjadikan program hanya berjalan di level formalitas atau simbolik, serta mengurangi keberlanjutan dan kedalaman nilai-nilai pemulihan yang seharusnya terbangun melalui interaksi lintas aktor secara langsung dan berkelanjutan.

KESIMPULAN 
Implementasi program pembinaan anak binaan dengan melibatkan stakeholder di LPKA Kelas I Kutoarjo dalam perspektif restorative justice pada dasarnya telah berjalan cukup baik dan saling melengkapi. Pelaksanaan pembinaan tidak hanya mengandalkan peran internal lembaga, tetapi juga secara aktif melibatkan berbagai stakeholder eksternal, seperti lembaga pendidikan, organisasi sosial, dan tokoh masyarakat. Keterlibatan ini memperluas ruang pembinaan anak binaan agar tidak hanya terfokus di dalam lembaga, tetapi juga terhubung dengan lingkungan sosial mereka. Hal tersebut mencerminkan prinsip-prinsip restorative justice seperti pemulihan, partisipasi aktif, dan rekonsiliasi, yang diimplementasikan melalui pendekatan kolaboratif bersama stakeholder. 
Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat sejumlah kendala yang menjadi tantangan utama, seperti keterbatasan jumlah petugas pembinaan dibandingkan dengan jumlah anak binaan, serta keterbatasan anggaran dan sarana yang berdampak pada keberlangsungan program yang melibatkan pihak luar. Selain itu, beberapa stakeholder mengalami kendala geografis dan keterbatasan waktu, yang menghambat keterlibatan mereka secara maksimal. Kondisi tersebut pada akhirnya berpengaruh terhadap pencapaian tujuan restorative justice, khususnya dalam hal memulihkan hubungan sosial anak binaan dan memastikan kesiapan mereka untuk kembali diterima di tengah masyarakat setelah menjalani masa pidana.
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